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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

iPerkawinan anak iadalah suatu keadaani sosial iyang masih 

banyak berlaku di berbagai wilayah di Indonesia. iPerkawinan imerupakan 

iikatan suci iantara ilaki-laki idan iperempuan iuntuk menjadikan ikeluarga 

iyang isakinah, imawaddah, dan irahmah.2 iDalam ipandangan iIslam, 

iperkawinan ibukan ihanya ihubungan lahiriah, tetapi juga suatu hal yang 

memiliki nilai moral dan tanggung jawab spiritual. Namun, dalam realitas 

sosial, praktik perkawinan yang terjadi di umur 19 tahun yakni perkawinan 

yang dilakukan ioleh ipasangan idi ibawah iusia iyang iditentukan oleh 

iundang-undang sering terjadi terutama di daerah Kecamatan Gandusari, 

Kabupaten Trenggalek. 

Meskipun pemerintah telah menerbitkan kebijakan untuk 

mengurangi angka perkawinan anak melalui perubahan usia paling awal 

menikah yang diperbolehkan untuk menikah, sesuai dengan iUndang-

Undang iNo. i16 iTahun i2019 iyang merevisi iUndang-Undang iNo. i1 

iTahun i1974 mengenai adanya ipernikahan, ditetapkan pada usia 19 

tahun untuk pria dan wanita.3 Namun, perkawinan di usia dini masih 

sering berlaku. Ini menggambarkan adanya ketidakcocokan antara aturan 

 
2 iAnisa iParasetiani, i“Sakinah iMawadah iWarahmah iPada iKeluarga iMuslim iDi 

iIndonesia,” iSyakhsiyah iJurnal iHukum iKeluarga iIslam i2, ino. i1 i(2022): i92–108. 
3 iDini iFadilah, i“Tinjauan iDampak iPerkawinan iDini iDari iBerbagai iAspek,” iPamator 

iJournal i14, ino. i2 i(2021): i88–94, ihttps://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590. 
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yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan keadaan sosial yang ada di 

masyarakat. 

Di Kecamatan Gandusari, perkawinan anak kerap kali dianggap  

dari nilai budaya, kebiasaan turun-temurun, dan bahkan solusi terhadap 

berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, putus sekolah, hingga 

kehamilan di luar nikah. Sekelompok masyarakat masih memandang 

bahwa menikah di usia muda memiliki nilai moral, seperti menjaga 

martabat keluarga, atau sebagai jalan untuk meringankan beban ekonomi. 

Dalam praktiknya, hal ini justru memunculkan persoalan baru, terutama 

dalam idinamika ikehidupan irumah itangga ipasangan imuda. 

Perkawinan yang dilangsungkan saat kedua belah pihak ibelum 

icukup imatang isecara iemosional, psikologis, idan iekonomi berisiko tinggi 

terhadap munculnya Syiqaq dalam rumah tangga.4 Minimnya pengalaman 

hidup serta ketidaksiapan menjalani peran sebagai suami dan istri, sering 

kali menyebabkan pasangan muda tidak mampu menyelesaikan perbedaan 

dan persoalan yang timbul dalam pernikahan. iDalam ikonteks ihukum 

Islam, iSyiqaq irumah itangga yang timbul akibat perkawinan anak dapat 

dilihat sebagai bentuk kurangnya kesiapan dalam imenjalankan ihak idan 

ikewajiban isuami iistri isebagaimana idiatur idalam syariat. Sedangkan 

dalam hukum positif, Syiqaq tersebut bisa berdampak pada pelanggaran 

terhadap ketentuan perlindungan anak, hak perempuan, hal ini dapat 

 
4 iKorneles iYaboisembut iet ial., i“Dampak iPerkawinan iUsia iDini iPada iKeharmonisan 

iRumah iTangga iPendahuluan iFenomena iPerkawinan iUsia iDini iMasih iMenjadi iPersoalan 

iSosial iYang iKompleks,” iJurnal iIlmu iPendidikan iKeagamaan i1, ino. i2 i(2025): i62–76. 
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dilihat idalam iUndang-Undang iPenghapusan iKekerasan iDalam iRumah 

iTangga (UU PKDRT).5 

Penelitian terbaru di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan 

muda dari keluarga berkekurangan dan kelompok terpinggirkan lebih 

rentan terhadap perkawinan di susia muda. Lebih lanjut, kehamilan di usia 

belia juga lebih umum dijumpai pada perempuan yang berasal dari latar 

belakang pendidikan kurang memadai idan ikeluarga ikurang imampu, 

ketimbang mereka iyang iberasal idari ikeluarga berada dengan tingkat 

pendidikan lebih maju.6 Sehingga  sebagian orang tua mengawinkan ianak 

iperempuan imerekai sebagai cara iuntuk menjamin keberlangsungan 

ihidup saat menghadapi masa-masa ekonomi yang sulit. Mereka juga 

cenderung menikahkan putri mereka lebih awal karena beranggapan 

bahwa itu adalah opsi terbaik dari segi ekonomi untuk putri mereka serta 

keluarga mereka. 

Dalam konteks lokalKecamatan Gandusari, fenomena perkawinan 

anak bukan ihanya iberdampak ipada ikehidupan ipribadi pasangan, itetapii 

juga imembawa ikonsekuensi isosial iyang lebih luas, termasuk 

meningkatnya angka perceraian karena beban ekonomi keluarga besar, 

serta menurunnya kualitas pengasuhan anak. Kondisi ini diperparah 

 
5 iMaajid iAlfariszi iand iKhoirul iAhsan, i“Pelanggaran iHak iAsasi iDalam iRumah 

iTangga iPerspektif iHukum iKeluarga iIslam iDan iKitab iUndang-Undang iHukum iPositif 

iIndonesia,” iShar-E : iJurnal iPenelitian iEkonomi iHukum iSyariah i10, ino. i2 i(2024): i122–32, 

ihttps://doi.org/10.37567/shar-e.v10i2.2881. 
6 iAchmad Al-Muhajir and Amrotus Soviah, “Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam 

Dan Hukum Positif Di Indonesia,” Asa 5, no. 2 (2023): 34–61, https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.75. 
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idengan irendahnya itingkat ipendidikan idan iakses iterhadap iinformasi 

imengenai ikesehatan ireproduksi serta keterampilan pengelolaan keluarga. 

Padahal, kehidupan rumah tangga memerlukan kesiapan multidimensi, 

termasuk kemampuan dalam pengambilan keputusan bersama, 

pengelolaan emosi, dan perencanaan masa depan. 7 

iOleh ikarena iitu, penelitian ini iperlu idilakukan iuntuk imemahami 

bagaimana perkawinan anak iberpengaruh iterhadap munculnya Syiqaq 

dalam rumah tangga pada pasangan muda di Kecamatan Gandusari iserta 

ibagaimana ihukum iIslam idan ihukum ipositif menilai idan memberikan 

solusi terhadap fenomena tersebut. Hasil penelitian diharapkan mampu 

dalam memberikan sebuah ikontribusi iakademik idan ipraktis, khususnya 

idalam iupaya meningkatkan kesadaran ihukum idan pemahaman 

masyarakat tentang pentingnya kesiapan menikah dalam perspektif hukum 

dan agama. Perkawinan merupakan hal yang fundamental bagi manusia. 

Selain itu, penting untuk memahami ibahwa ifenomena 

iperkawinan idini idi iKecamatan Gandusari itidak ihanya idipengaruhi ioleh 

faktor internal keluarga, itetapi ijuga ioleh struktur isosial, iekonomi, serta 

kultur masyarakat yang masih kuat memegang tradisi. Lingkungan 

pedesaan dengan akses informasi yang terbatas membuat masyarakat lebih 

bergantung pada nilai-nilai lokal dalam mengambil keputusan, termasuk 

keputusan untuk menikahkan anak di usia muda. Di sisi lain, intervensi 

 
7 iSuwarnoputri iAdjeng iRizka iet ial., i“Analisis iPemahaman iMahasiswa iTerhadap 

iKonsep iPernikahan,” iJurnal iEdukasi: iJurnal iBimbingan iKonseling i10, ino. i1 i(2024): i1. 
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lembaga-lembaga pemerintah seperti iKUA dan juga iDinas 

iPemberdayaan iPerempuan idan iPerlindungan iAnak (DP3A) serta tokoh 

masyarakat belum optimal dalam memberikan edukasi yang komprehensif 

mengenai risiko perkawinan anak. 

Minimnya pendampingan pranikah dan kurangnya literasi hukum 

keluarga semakin memperbesar peluang terjadinya perkawinan di usia 

yang belum matang. Dalam konteks penelitian, kondisi ini menjadi 

penting untuk dikaji karena memperlihatkan adanya kesenjangan antara 

aturan normatif ibaiki dalam ihukum iIslam imaupun ihukum ipositif 

dengan ipraktik sosial yang berlangsung di masyarakat. Penelitian ini tidak 

hanya menelusuri penyebab terjadinya perkawinan anak, tetapi juga 

mengamati bagaimana pasangan muda menghadapi tantangan rumah 

tangga, terutama dalam hal penyelesaian Syiqaq dan pembagian peran. 

Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini 

berupaya menangkap dinamika riil dalam kehidupan keluarga muda pasca 

perkawinan anak, serta memahami sejauh mana kesadaran hukum dan 

pemahaman agama memengaruhi cara mereka menyikapi Syiqaq yang 

muncul. Penelitian ini juga menempatkan Syiqaq rumah tangga sebagai 

fenomena multidimensional yang tidak dapat dilepaskan dari faktor 

ekonomi, pendidikan, dukungan keluarga besar, dan konteks budaya 

setempat. 

Dengan demikian, konteks penelitian ini memperjelas bahwa 

perkawinan anak bukan sekadar masalah usia, tetapi merupakan persoalan 
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kompleks yang menyangkut kesiapan biologis, psikologis, sosial, hukum, 

dan spiritual. Penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan gambaran 

iyang ilebih menyeluruh imengenai idampak iperkawinan idini iterhadap 

keharmonisan rumah tangga dan untuk merumuskan upaya preventif 

maupun kuratif dari perspektif hukum Islam dan hukum positif sesuai 

kebutuhan masyarakat Kecamatan Gandusari. 

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian 

     Fokus dari penelitian ini adalah perkawinan anak masih 

banyak terjadi di masyarakat, termasuk di Kecamatan Gandusari 

Kabupaten Trenggalek. Perkawinan yang dilakukan pada usia belum 

matang sering dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, 

lingkungan sosial, maupun budaya masyarakat. Kondisi tersebut 

menyebabkan pasangan muda belum memiliki kesiapan mental, 

emosional, dan ekonomi yang cukup dalam menjalani kehidupan 

rumah tangga, sehingga rentan menimbulkan perselisihan dan 

pertengkaran secara terus-menerus. Berdasarkan fokus penelitian 

yang telah penulis paparkan diatas, maka pertanyaan penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Syiqaq dalam rumah tangga pada perkawinan anak 

di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek? 

2. Bagaimana Syiqaq dalam Rumah Tangga pada Perkawinan anak 

Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk menanggapi masalah yang telah dirumuskan sebelumnya 

agar penelitian ini memiliki arah yang jelas, diperlukan sebuah tujuan 

penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis Syiqaq dalam rumah tangga pada perkawinan 

anak di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. 

2. Untuk menganalisis Syiqaq dalam rumah tangga pada perkawinan 

anak dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. 

D. Kegunaan Penelitian 

1.  Kegunaan teoritis 

    Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum 

Keluarga Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian ini 

memperkaya pemahaman akademik mengenai hubungan antara praktik 

perkawinan anak dan timbulnya Syiqaq dalam rumah tangga, dengan 

menelaahnya dari dua perspektif hukum yang berbeda, yakni hukum 

Islam dan hukum nasional.Melalui penelitian ini, diharapkan muncul 

pemahaman yang lebih mendalam mengenai relevansi norma-norma 

hukum Islam, seperti ketentuan dalam fikih munakahat, serta peraturan 

perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perkawinan, dalam menghadapi fenomena sosial 

perkawinan anak.  
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   Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan 

teoritis untuk menjelaskan keterkaitan antara kematangan usia 

perkawinan dengan stabilitas dan keharmonisan rumah tangga, terutama 

dalam konteks masyarakat pedesaan seperti di Kecamatan Gandusari, 

Kabupaten Trenggalek. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan teori hukum 

keluarga yang berorientasi pada maqaṣid al-syari‘ah, yaitu menjaga 

kemaslahatan dan keharmonisan keluarga, sekaligus menjadi referensi 

bagi penelitian berikutnya yang mengkaji persoalan serupa dalam 

perspektif hukum Islam dan hukum positif. 

2. Kegunaan Praktis 

   Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

berbagai pihak yang berkepentingan dalam upaya memahami dan 

menanggulangi dampak perkawinan anak terhadap Syiqaq rumah tangga. 

Bagi masyarakat, khususnya pasangan muda di Kecamatan Gandusari, 

Kabupaten Trenggalek, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi 

dan pemahaman tentang pentingnya kematangan usia, kesiapan mental, 

serta tanggung jawab dalam membina rumah tangga agar terhindar dari 

Syiqaq yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga.  

a. Diharapkan temuan dari studi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, 

terutama warga Kecamatan Gandusari dan sekitarnya, agar lebih 

mengerti mengenai bahaya dan efek dari perkawinan di usia dini 

terhadap kehidupan keluarga. Studi ini bisa menjadi rujukan yang 
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dapat dipercaya untuk menggambarkan pentingnya kesiapan mental, 

emosional dan finansial, serta pemahaman hukum sebelum 

melangsungkan pernikahan. Dengan adanya temuan penelitian ini, 

masyarakat diharapkan lebih mampu mempertimbangkan keputusan 

menikahkan anak di usia muda melalui pertimbangan yang lebih 

matang berdasarkan aspek agama, hukum, dan sosial. 

b. Temuan dari penelitian ini bisa digunakan sebagai landasan oleh 

pemerintah dan otoritas yang berwenang dalam merancang strategi 

serta program. Sosialisasi yang lebih efektif untuk menekan angka 

perkawinan anak, sekaligus memperkuat pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan tentang batas usia perkawinan.  

c. Bagi para penghulu, tokoh agama, dan lembaga keagamaan, 

penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan 

bimbingan pranikah dan penyuluhan hukum keluarga kepada calon 

pengantin agar memahami konsekuensi hukum dan sosial dari 

perkawinan anak.  

d. Bagi kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan 

praktis untuk mengembangkan penelitian dan penelitian lanjutan 

yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan hukum positif 

dalam konteks sosial masyarakat Indonesia. 

E. Penegasan Istilah 

1. Penegasan Konseptual 

a. Perkawinan anak 
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 Pengertian secara luas, perkawinan merupakan hubungan 

yang abadi antara seorang pria dan wanita yang ditunjukkan 

untuk dapat menciptakan keluarga yang seimbang berdasarkan 

kepercayaan kepada Tuhan yang maha esa. Sementara itu, 

pengertian perkawinan anak adalah suatu lembaga penting yang 

menyatukan dua individu berbeda jenis kelamin yang mana 

masih muda dalam satu ikatan keluarga.8  

 Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan anak adalah 

perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum mencapai 

usia baligh atau kedewasaan secara sempurna, baik secara fisik 

maupun mental. Islam sendiri tidak menetapkan batas usia 

tertentu untuk menikah, tetapi mensyaratkan baligh (dewasa) dan 

kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab rumah tangga 

sebagai syarat sah dan ideal untuk menikah. Secara umum, baligh 

dalam Islam ditandai dengan munculnya tanda-tanda biologis 

seperti mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.9 

b. Syiqaq 

 Istilah Syiqaq dalam istilah fiqh berarti perselisihan antara 

suami istri. Model penyelesaian syiqaq dilakukan oleh para 

hakim, yakni seorang hakim dari pihak suami dan seorang hakim 

 
8 iMardiyana iHarahap iand iZaianal iEfendi iHasibuan, i“Dampak iPerkawinan iDini 

iMenurut iPersfektif iIslam,” iI’tiqadiah: iJurnal iHukum iDan iIlmu-Ilmu iKesyariahan i2, ino. i1 

i(2025): i16–28, ihttps://doi.org/10.63424/itiqadiah.v2i1.226. 
9 iNur iFatimatuz iZahro iand iNur iNafisatul iFithriyah, i“Batas iUsia iPerkawinan 

iPerempuan iMenurut iHadist iDan iImplikasinya iDalam iNegara iIslam,” iAl-Manar i1, ino. i1 

i(2023): i2. 
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dari pihak istri Syiqaq merupakan perselisihan dan percekcokan 

yang cukup tajam yang terjadi antara suami dan istri secara terus 

menerus tanpa ada ujung pangkalnya.10  

 

c.  Rumah Tangga 

 Secara umum, rumah tangga adalah suatu kesatuan hidup 

bersama yang terbentuk dari hubungan perkawinan antara 

seorang suami dan istri yang tinggal dalam satu tempat kediaman 

untuk membentuk kehidupan bersama yang harmonis, saling 

melengkapi, dan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan 

lahir maupun batin.11 Sedangkan dalam perspektif Islam, rumah 

tangga disebut dengan istilah al-usrah,12 yaitu unit terkecil dalam 

masyarakat yang dibentuk melalui akad nikah dengan tujuan 

mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Rumah tangga dalam 

Islam merupakan wadah untuk membangun kehidupan yang 

sesuai dengan nilai-nilai syariat, menjaga kehormatan, dan 

melahirkan keturunan.13 

 
10 M Ridho Firdaus and Jumni Nelli, “Rekonseptualisasi Nusyuz Dan Syiqaq Di Era 

Digital : Analisis Problematika Dan Mekanisme Penyelesaian Modern,” Jurnal Pengabdian 

Masyarakat Dan Riset Pendidikan 4, no. 2 (2025): 14385–91. 
11 iUlfi iAna iKhaira, iFerdy iSaputra, iand iT iSaifullah, i“Penelantaran iRumah iTangga 

iOleh iSuami iSebagai iBentuk iKekerasan iDalam iRumah iTangga iDitinjau iDari iUu iNomor i23 

iTahun i2004 iTentang iPenghapusan iKekerasan iDalam iRumah iTangga,” iJurnal iIlmiah 

iMahasiswa iFakultas iHukum iUniversitas iMalikussaleh i5, ino. i1 i(2022): i59–67, 

ihttps://doi.org/10.29103/jimfh.v5i1.6569. 
12 iFatkul iChodir iand iAspandi iAspandi, i“Praktik iDan iImplikasi iPerkawinan iBawah 

iTangan iTerhadap iTujuan iKeluarga iPerspektif iMaqasid iAl-Usrah,” iIndonesian iJournal iof 

iHumanities iand iSocial iSciences i4, ino. i3 i(2023): i639–54, ihttps://www.ejournal.uit-

lirboyo.ac.id/index.php/IJHSS/article/view/4507. 
13 i iYazid, iB iI iN iAbdul, iand iQadir iJawas, i“Konsep iKeluarga iSakinah iDalam iIslam 

iKehidupan iRumah iTangga iMuslim” i1, ino. iSeptember i(2025). 
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d.   Pasangan Muda 

 Secara konseptual, pasangan muda merujuk pada dua 

individu, laki-laki dan perempuan yang telah menikah dan 

berada dalam rentang usia remaja hingga awal dewasa, biasanya 

di bawah usia 25 tahun. Dalam konteks penelitian ini, istilah 

“pasangan muda” secara lebih spesifik mengacu pada pasangan 

suami istri yang menikah di usia dini, yaitu di bawah usia 19 

tahun.14 

e. Hukum Islam 

Pada istilah hukum Islam, terdapat dua kata, yaitu 

“hukum” dan “Islam”. Kata hukum bisa dipahami sebagai suatu 

arahan atau patokan yang memandu atau mengarahkan perilaku 

seseorang di tengah masyarakat, terlepas dari apakah arahan 

atau patokan itu tumbuh berkembang secara alami dari 

masyarakat itu sendiri, ataukah disusun secara khusus dan 

diberlakukan oleh penguasa. Kata yang kedua, yaitu 

"Islam", menunjuk pada agama Tuhan, yang diwahyukan 

kepada Nabi Muhammad.15 

 
14 iMerissa Laora Heryanto, Ai Nurasiah, and Agneu Nurbayanti, “Hubungan Pola Asuh 

Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Wanita Usia Muda Di Desa Malausma 

Kecamatan Malausma Kabupaten Majalengka,” Journal of Midwifery Care 1, no. 1 (2020): 78–86, 

https://doi.org/10.34305/jmc.v1i1.198. 
15 izulfahmi iNur, i“Rekonstruksi iNegara iHukum iDalam iParadigma iHukum iIslam iDan 

iKetatanegaraan iDi iIndonesia,” iMisykat iAl-Anwar iJurnal iPenelitian iIslam iDan iMasyarakat 

i6, ino. i1 i(2023). 
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f. Hukum Positif 

Hukum positif adalah hukum yang berlaku dan 

ditetapkan secara resmi oleh negara pada suatu waktu dan 

tempat tertentu. Hukum ini bersumber dari peraturan 

perundang-undangan, keputusan pemerintah, maupun kebiasaan 

yang diakui negara, serta memiliki kekuatan mengikat bagi 

seluruh warga negara. Menurut Hans Kelsen, hukum positif 

merupakan sistem norma yang dibuat oleh lembaga yang 

berwenang dan bersifat memaksa.16  

2. Penegasan Operasional 

Dalam penelitian ini, perkawinan anak dipahami sebagai 

kenyataan sosial yang terjadi di Kecamatan Gandusari Kabupaten 

Trenggalek, yakni perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami istri 

di bawah batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam 

hukum positif Indonesia. Perkawinan anak dalam penelitian ini tidak 

hanya dimaknai sebagai konsep normatif dalam hukum Islam maupun 

peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai fenomena nyata yang 

terjadi di masyarakat dan menimbulkan berbagai dinamika dalam 

kehidupan rumah tangga pasangan muda. 

Konsep syiqaq dalam penelitian ini dipahami sebagai perselisihan 

 
16 iHanafi, “Konsep Pemahaman Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat. Konsep 

Pemahaman Anak Dalam Hukum Positif Dan Hukum Adat,” Konsep Pengertian Anak Dalam 

Hukum Positif Dan Hukum Adat 6, no. 2 (2022): 26–35, 

https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/1937. 



14 
 

dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus antara suami dan istri 

akibat kurangnya kesiapan mental, emosional, sosial, maupun ekonomi 

dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bentuk syiqaq yang dimaksud 

meliputi konflik komunikasi, pertengkaran karena masalah ekonomi, 

kurangnya tanggung jawab, kekerasan verbal, hingga ancaman 

perceraian yang dialami pasangan muda akibat perkawinan anak. Dengan 

demikian, syiqaq tidak hanya dipahami sebagai istilah dalam kajian fikih 

keluarga Islam, tetapi juga sebagai realitas sosial yang dialami langsung 

oleh pasangan muda di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. 

Selanjutnya, perspektif hukum Islam digunakan untuk menganalisis 

konsep syiqaq, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta 

upaya penyelesaian konflik rumah tangga berdasarkan ketentuan syariat 

Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama.  

Sementara itu, perspektif hukum positif digunakan untuk menelaah 

ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya mengenai batas 

usia perkawinan, perlindungan anak, serta penyelesaian konflik rumah 

tangga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui 

pendekatan tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek hukum 

secara normatif, tetapi juga memahami realitas sosial dan pengalaman 

pasangan muda dalam menghadapi konflik rumah tangga akibat 

perkawinan anak di Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. 

 

 


